RUU SISTEM NASIONAL ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

KONSOLIDASI PENELITIAN UNTUK
PEMBANGUNAN NASIONAL

Rakernas Kemenristekdikti
Semarang, Kamis - Jumat, 3 - 4 Januari 2019

DARYATMO MARDIYANTO
KETUA PANSUS RUU SISNAS IPTEK
ANGGOTA KOMISI VII
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPR RI




IPTEK

Sebagai instrumen penting untuk mewujudkan tujuan nasional

Pembukaan UUD 1945

TUJUAN Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
BERBANGSA DAN Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial

BERNEGARA

Peran penting IPTEK untuk pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan
rakyat

UUD NRI 1945 Pasal 28C ayat (1) hasil amandemen ke 4, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (5) hasil amandemen ke 4, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia




TEKNOLOGI DAN DAYA SAING BANGSA

Figure 1. The Competitiveness Pyramid (Council on Competitiveness, 1995)
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mempunyai peran yang sangat besar. US Council
of Competitiveness pada tahun 1995 bahkan
menjadikan kegiatan riset dan teknologi sebagai World Economic Forum (WEF) juga
sektor produktif dalam investasi, mempunyai menjadikan sektor kesiapan teknologi
pengaruh terbesar dalam penentuan daya saing suatu negara sebagai satu dari 12 pilar
suatu negara penilaian daya saing suatu negara



The Global Competitiveness Index 4.0 2018 Rankings

Covering 140 economies, the Global Competitiveness Index 4.0 measures national
competitiveness—defined as the set of institutions, policies and factors that determine
the level of productivity.

IPTEK DAN DAYA SAING BANGSA
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@ Russian Federation 65.6 42

65.6 -1 +0.9

@ Indonesia 64.9 +2 +1.4
1 Mexico 64.6 -2 +0.5
o Oman 644  +14  +3.4

Dalam Global Competitiveness Index 4.0 Tahun 2018
yang terbaru Indonesia menempati posisi 45 atau meningkat
2 peringkat dari forecast tahun sebelumnya dan masih
berada di bawah negara asia tenggara lainnya seperti
Singapura, Malaysia dan Thailand.



IPTEK DAN

Indonesia 45th . DAYA SAING BANGSA

Global Competitiveness Index 4.0 2018 edition Rank in 2017 edition: 47th/1as

Performance OverviewKey < Previous edition & Lower middle income group average [ East Asia and Pacific average

2018 Bila dilihat lebih detail, yang menarik dari
Oversu  Enating Human s mnovstion Indonesia adalah indeks ekonomi Indonesia

. tercermin dari indeks Stabilitas

Makroekonomi serta Market Size sangatlah
tinggi, tetapi indeks Innovation Capability
(Kemampuan Inovasi) masih sangat rendah

(nilai 37 dari 100)

Artinya sesungguhnya Indonesia mempunyai
potensi pasar sangat besar apabila kita mampu
memanfaatkan kegiatan iptek dari hulu hingga
hilirnya




IPTEK DAN
DAYA SAING BANGSA

)

Y Pillar 12: Innovation capability 0-100 (best) - 371 » 68 Germany
12.01 Diversity of workforce 1-7 (best) 49 64.2 1 37 Canada
12.02 State of cluster development 1-7 (best) 46 60.0 ¢ 28 United States
12.03 International co-inventions applications/million pop. 0.04 1.2 ¥ 97 Multiple (7)
12.04 Multi-stakeholder collaboration 1-7 (best) 4.6 60.2 + 25 United States
12.05 Scientific publications H Index 182.0 77.2 ¢ 58 Multiple (7)
12.06 Patent applications applications/million pop. 0.08 15 ¢ 99 Multiple (8)
12.07 R&D expenditures % GDP 0.1 2.8 = 112 Multiple (7)
[ 12.08 Quality of research institutions index 0.02 42 1 53 Multiple (7) ]
12.09 Buyer sophistication 1-7 (best) 3.7 452 ¥ 49 United States
12.10 Trademark applications applications/million pop. 166.22 551 » 97 Multiple (7)

Dan jika kita melihat penilaian terperinci pada sektor penelitian, Indonesia mempunyai indeks kualitas
kelembagaan yang masih cukup rendah (0.02 dari 0 — 0.43). Itu artinya perlu adanya perbaikan
berupa koordinasi yang lebih terpadu antara Lembaga-Lembaga iptek yang ada di Indonesia



Pentingnya Regulasi Iptek dalam
Pembangunan Nasional

Table 1 Typical technological capability building process: the Seuth kerean | P€FAN F€QUIASI terkait iptek tersebut tercermin salah satunya di Korea Selatan,
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Act No. 8852, Feb. 29, 2008
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4 2010

Amandemen terbatas terhadap UU IPTEK di Korea Selatan hampir dilakukan setiap g g o1 -

tahunnya menyesuaikan kondisi dan keperluan B B oo v o o



KONDISI EKSISTING
KELEMBAGAAN DI INDONESIA

:‘i st ‘Y PRESIDENRI LEbE
W L R . LEMBAGA
AlP| |: NEGARA
! membantu ! f KEMENTERIAN KEUANGAN
i ’ = RepUBLIK INDONESIA
j Hikoordinasikan
o NS LITBANG BADAN
T diordingdan, < USAHA/ SWASTA
SN N
" LEMBAGA ILMU
$ PENGETAHUAN TN
LIPI ItirDONESIAg \l d
— "*pp Sumber : Penelitian Pribadi

(Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek)

Pendanaan riset

) yang
2, dikompetisikan

NGATOMAN eI

PERGURUAN TINGGI LITBANG KEMENTERIAN



LEMBAGA LITBANG DI BERBAGAI
LEMBAGA NEGARA

NO LEMBAGA KEGIATAN PENELITIAN
1 | DPR PUSLIT (PUSAT PENELITIAN) di bawah BADAN KEAHLIAN
DPD PUSAT PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM DAN PUSAT
KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN
3 | MPR BIRO PENGKAJIAN
4 | BPK DIREKTORAT LITBANG
5 | Bl CENTRAL BANK RESEARCH GROUP
6 | KPK DIREKTORAT LITBANG di dalam BADAN PENCEGAHAN
7 | MA BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN
8 | MK PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
9 | KPU SUB BAGIAN LITBANG, ORGANISASI DAN SISTEM PEMILU
10 [ KOMNAS HAM | KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
11 | OJK DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
12 | OMBUDSMAN | TIM KAJIAN SISTEMIK Sumber : Penelitian Pribadi

(Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek)




KONDISI LITBANG PEMERINTAH

* LIPI * BATAN
* LAPAN -+ BPPT

LPNK Litbang >

Kelembagaan
* 19 Kementerian

Litbang UnitLitbang K/L ~ . g |pPNK
Pemerintah

Sumber : Kementerian PANRB

Unit Pengkajian » 3 Kementerian
Kebijakan K/L < 8 LPNK




KOMPOSISI DAN PROPORSI BELANJA
LITBANG

Komposisi Belanja Litbang Pemerintah . I .
g : © Proporsi Belanja Litbang Pemerintah

T Bahkan di tahun ini
Presiden
menanyakan tentang
hasil dari total
anggaran litbang
tahun 2017 yang
mencapai Rp 24,9 T

Kementerian
—— 80%
Total Belanja Litbang
Pemerintah

Rp.25,8 Triliun (2016)

Sumber : Kementerian PANRB

m litbang w®Jasalptek mDiklat mOperasional = Modal ® Kementerian ®LPNK = Pemerintah Daerah




Contoh Penelitian berbagai lembaga

Mengembangkan padi
“Sidenuk’, “Mustajab’,
L . ,
/ dan lain-lain

Peneliti Perorangan
Surono Danu
Dengan Padi “Sertani”

Mengembangkan

LIPI
Kementan mengembangkan berbagai varietas: beras analog
1. Inbrida Padi (INPARI) Padi produk rekayasa
2. Hibrida Padi (HIPA) genetik (PNG) anti hama
3. Inbrida Padi Gogo (INPAGO)
4, Inbrida Padi Rawa (INPARA)




Contoh Penelitian berbagai lembaga

Mengembangkan padi APBN
“Sidenuk’, “Mustajab’,
L , ,
dan lain-lain
Peneliti Perorangan
Surono Danu
Dengan Padi “Sertani”

BIAYA

MANDIRI

APBN

LIPI Mengembangkan
Kementan mengembangkan berbagai varietas: _ beras analog
1. Inbrida Padi (INPARI) Padi produk rekayasa APBN
2. Hibrida Padi (HIPA) genetik (PNG) anti hama
3. Inbrida Padi Gogo (INPAGO)
4. Inbrida Padi Rawa (INPARA) APBN




Contoh Penelitian berbagai lembaga

Penelitian tentang jati
Jati Platinum

/ batan L ILP : Mengembangkan

Mengembangkan JPP (Jati Plus Perhutani)

PERHUTANI

Mengembangkan berbagai jenis:
Mengembangkan Jati Muna g g gal]
1. Jati Unggul Nusantara (PT Setyamitra

Bhaktipersada)

OGO~ SWASTA
2. Jati Biotropika (Seameo Biotrop dan PT
PERGURUAN TINGGI PPA Agricola)

3. Jati Super Gama (Gama Surya Lestari)
4. Dan Lain-lain




Contoh Penelitian berbagai lembaga

APBN

Mengembangkan

Penelitian tentang jati
Jati Platinum

APBN

Mengembangkan JPP (Jati Plus Perhutani)

PERHUTANI

Mengembangkan berbagai jenis:
Mengembangkan Jati Muna g g gal]
1. Jati Unggul Nusantara (PT Setyamitra

OGO SWASTA Bhaktipersada)
PERGURUAN TINGGI BIAYA I%iDJAaEg?ii:;Irg)pika (Seameo Biotrop dan PT
SWASTA 3. Jati Super Gama (Gama Surya Lestari)

4. Dan Lain-lain




LATAR BELAKANG RUU SINAS
PTEK

»RUU Sinas IPTEK (Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)
merupakan upaya mengganti UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan llmu Pengetahuan Dan Teknologi

»Pemerintah menilai bahwa sejak UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan lImu Pengetahuan Dan
Teknologi hingga tahun 201, ada yang masih belum maksimal untuk
kepentingan nasional

»Karena Sifatnya Mengganti UU yang ada maka harus disusun secara
MENDASAR



PANSUS SINAS [P

EK

Dalam  rangka  mencari
masukan mengenai RUU
Sinas Iptek ini, pansus telah

melakukan rapat dengan
berbagai pihak yang
berhubungan dengan hal
tersebut;

Feb — Okt 2018

Kemudian dilanjutkan
dengan berbagai FGD
dengan lembaga-
lembaga maupun
kementerian terkait
untuk mendapat
masukan

30 Aug 17

Raker
dengan
Kementerian
Ristekdikti

8 Feb 18

Lembaga:

<

DRN

DRD Jawa
Timur
Himpenind
(o}

MPS-INA
1945
Institute

kemaritiman)

* Dr Bakri Arbi

(Ahli Nuklir)

* HIMPERINDO

20 Sept 17 27 Sept 17
Pakar Iptek: Pakar Hukum
- Prof Eko dan Pidana:
Baroto + Moh Fadli
(Bioteknolo (Hukum)
gi) « Dr
- Dr Arwanto Suhariyono
(Sistem (Ahli
Perekayasa Pidana)
an
Teknologi)

7 Feb 2018 6 Feb 2018

Pakar/Lembaga BUMN:

* Prof 4 +« PT Rekin
Rachmaniar « PT Biofarma
(Ahli « PT Sang
kelautan dan Hyang Seri

<

28 Sept 17

Pakar Bidang Tertentu
»- Prof Ishaq Iskandar

17 Jan 18

Lembaga:

(Kemaritiman) (Masyarakat

+ Dr Syarif Hidayat Iimuwan dan
(Sosial dan Budaya) Teknologi

+* Prof Lukman Hakim Indonesia) .
(Kebijakan Iptek) = AlIPI

= Dr Yan Rianto (IT) (Akademi

= Grace Simamora IImu
(Gender) Pengetahuan .

Indonesia)

31 Jan 2018 30 Jan 18 24 Jan 18

Perguruan Lembaga: Perguruan

Tinggi: < * FNPR < Tinggi: <

+ UNM * ALMI « ITS

* Unsri - BIC « Ul

- |IPB (Busines - UGM

* Univ s « |TB
Cendrawasih Innovatio - UPN

+ Univ n Center

Mulawarman

18 Jan 18

Lembaga:
P - M » -

ICMI (Ikatan
Cendekiawan
Muslim
Indonesia)
HPI
(Perhimpunan
Polimer
Indonesia)
CIPG (Centre
for Innovation
Policy and
Governance)

4

23 Jan 2018

Panitia Antar
Kementerian
(PAK)




PANJA SISNAS IPTEK

Sebagai tindak lanjut dari tahap pembahasan DIM RUU Sisnas Iptek, dibentuk tim Panja Sisnas Iptek yang
beranggotakan wakil dari Pansus Sisnas Iptek serta Unsur Pemerintah yang bersinggungan dengan Undang-

Undang ini.
16 Oktober 23 Oktober 24 Oktober 30 Oktober 21 November 3-4 Desember
4 4 4 4 4
Rapat dg Menteri, Rapat Panja Rapat Panja Rapat Panja Rapat Panja Rapat Panja
Penetapan Panja

Dalam keberlangsungannya, pembahasan DIM RUU Sisnas Iptek mencakup beberapa isu yang dianggap cukup
penting di antara isu lain tentang kegiatan iptek di Indonesia, di antaranya adalah :

Sumber Daya (mencakup Sumber Daya Manusia dan Pendanaan), Sarana Prasarana, Iptek oleh Pihak Asing, Peran
Kedudukan Iptek, Kelembagaan, Inovasi, Wajib Simpan serta Pembinaan dan Pengawasan



PRINSIP DASAR RUU SISNAS IPTEK

1. Pengaturan Sisnas IPTEK harus bertujuan untuk mempercepat pencapaian
tujuan Negara sesuai Alinea 4 Pembukaan UUD NRI 1945

2. Oleh karena itu dalam RUU ini harus ditegaskan bahwa Jalannya
Pembangunan harus berbasis pada lImu Pengetahuan dan Teknologi (Science

Based Policy)




PRINSIP DASAR RUU SISNAS [PTEK

Apakah mungkin ada konsolidasi lembaga litbang
secara nasional dalam satu wadah?

KELEMBAGAAN

Bagaimana agar sumber daya iptek
manusia ataupun non manusia
dapat dioptimalkan?

Apakah mungkin anggaran iptek
yang tersebar di berbagai lembaga
dapat dikonsolidasikan?

PEMBANGUNAN NASIONAL



SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagai salah satu sumber daya iptek, sumber daya manusia harus diatur dengan baik dan menyeluruh.

Maka dalam RUU Sisnas Iptek ini diusulkan rumusan tentang bab sumber daya manusia, mulai dari
klasifikasinya hingga hak kewajiban yang dimiliki dengan tujuan mampu mengakomodasi namun tetap
dalam aturan yang pasti seluruh kegiatan baik penelitian dan pengembangan yang ada di Indonesia,
karena pada faktanya kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan tidak hanya oleh Lembaga resmi

negara saja.

Pengelompokan peneliti dan perekayasa:

1. ASN (Lembaga Pemerintah, Institusi Resmi lainnya)
2. Swasta (Perusahaana, LSM, dll)

3. Perorangan (Contoh : Surono Danu)

4. Kelompok



PARADIGMA IPTEK

IPTEK ==) KEMAJUAN IPTEK } IPTEK = IF:'EA'\S/'I?)AI\:\'A(EUNAN

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

Paradigma lama bahwa IPTEK diperuntukan untuk kemajuan iptek sendiri harus diubah menjadi IPTEK untuk sebagai
dasar kebijakan pembangunan nasional




DANA ABADI PENELITIAN

Dalam Rapat Kerja Komisi VIl DPR Rl dengan Menteri Ristekdikti dan Kepala LPNK pada tanggal 25 September 2018

disimpulkan rekomendasi alokasi anggaran penelitian dalam bentuk dana abadi penelitian sebagai bentuk jaminan dukungan
anggaran terhadap kegiatan penelitian setiap tahunnya

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 6. Komisi VII DPR Rl bersama dengan Menteri Ristek Dikti RI
REPUBLIK INDONESIA : . .
merekomendasikan alokasi anggaran untuk penelitian dalam bentuk
LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI VIl DPR RI dana abadi penelitian (dana riset/endowment fund) dari dana APBN.
DENGAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
DAN PARA KEPALA LPNK
PENUTUP
Tahun Sidang : 2018-2019 _
Masa Persidangan o Rapat ditutup Pukul 18.30 WIB
Jenis Rapat . Rapat Kerja
Dengan . Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal . Selasa, 25 September 2018
Waktu : Pukul 16.30 WIB s.d 18.30 WIB
Tembat : Ruana Rapat Komisi VIl DPR RI Geduna Nusantara |



ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN
I PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

1.1

1.2

1.2.5
1.2.6

Perbankan Dalam Negeri = __

.11

Nonperbankan Dalam Negeri

Kewajiban Penjaminan
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

CONTOH ENDOWNFUND DALAM DPP

PENGEMBANGAN

PENDIDIKAN NAS

N (DANA

ONAL

35b. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional adalah
anggaran pendidikan vang dialokasikan untuk
pembentukan endowment fund yang bertujuan PENGERTIAN DPPN YANG
untuk  menjamin  keberlangsungan  program
pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk PENGELOLAANNYA  DILAKUKAN
pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational OLEH BADAN LAYANAN UMUM
equity) yang  pengelolaannya  menggunakan
mekanisme dana bergulir dan dilakukan oleh Badan (BLU) DALAM UU NO 2 TAHUN
Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan, dan 2010
dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi
keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang
rusak akibat bencana alam.
LAMPIRAN 1
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016 DALAM TAHUN 2016
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN bPPN MENIJADI
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 BAGIAN DARI

(Dalam Rupiah) POSTUR

273.178.850.688.000,00

272.780.657.271.000,00 PEMBIAYAAN DALAM

5.498.309.778.000,00

Penerimaan Cicilih Pengembalian Pencrusan Pinjaman 5.498.309.778.000,00 NEGERI SEKTOR

267.282.347,493.000,00 NONPERBANKAN
-918.010.000.000,00 DALAM NEGERI

-2.000.000.000.000,00

Pasal 82
(1) Selain organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Pasal 53, Pasal 55, dan Pasal 56, pada Kementerian

Keuangan dibentuk unit khusus yang bertanggung jawab TERBIT PERPRES NO 28
pada Menteri. TAHUN 2015

(2) Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dan tidak terbatas pada:
a. Sekretariat Pengadilan Pajak, yang bertugas
memberikan dukungan kepada Pengadilan Pajak;
b. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang bertugas
melakukan  pengelolaan Dana  Pengembangan

Pendidikan Nasional; dan

ATAS DASAR PERATURAN PERUNDANGAN DI
ATAS, KEMENKEU MENGELUARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 143
TAHUN 2016 TENTANG LPDP YANG
MENYEBUT SALAH SATU FUNGSINYA
(DALAM PASAL 4) ADALAH UNTUK
MELAKSANAKAN PENDANAAN RISET

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, LPDP menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia (SDM)
dan organisasi, pengelolaan keuangan dan akuntansi,
pengelolaan  teknologi informasi, serta pengelolaan
UruSan umum;

b.  pelaksanaan perencanaan, pengembangan investasi,
inisiasi, analisis kelayakan, setelmen, monitoring dan
evaluasi, pelaporan investasi, pengelolaan pendapatan
lainnya, dan koordinasi pengelolaan aset dan
kewajiban (asset and liahility management);

c. pelaksanaan penyusunan rencana, rekrutmen dan
seleksi, pembekalan, pelayanan, monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan beasiswa, serta pengelolaan
alumni dan talenta;

d. pelaksanaan penyusunan rencana fasilitasi dan
pendanaan, seleksi dan verifikasi proposal, pelayanan,
monitoring dan evaluasi fasilitasi dan pendanaan riset
dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat

bencana alam, serta pengelolaan alih teknologi hasil

riset;
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JUMLAH DPPN SETIAP TAHUN

TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

JUMLAH ALOKASI | (1.000) | (2.617,7) | (7.000) | (5.000) |- - (5.000) | (10.500) | (15.000) |(20.000)
(MILYAR RUPIAH)

DPPN
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0 I . - -

Jumlah DPPN (Triliun Rupiah)

(9]

m 2010 2011 ®m2012 m2013 E2014 m2015 E2016 E2017 mW2018 E2019



DA \I A P E N E I_ | Tl A N Peraturan DPR Rl No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

Paragraf 3

Dl TAHUN 2019 Tata Cara Plaksanaan Tugss

Pasal 70

(1) Badan Anggaran bertugas:
a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk

menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas

Maka dalam pembahasan Undang- anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga
Undang APBN Tahun Anggaran 2019, dalam menyusun usulan anggaran;

Banggar bersama Pemerintah b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu
membahas tentang alokasi Dana untuk pada usulan komisi yang berkaitan:

Penelitian yang merupakan keputusan /c membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersam)
dari ra pat kerja komisi dengan Presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran
Pemerintah sebelumnya, sesuai untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer
dengan Peraturan DPR Rl No 1 Tahun daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan

2014 tentang Tata Tertib Pemerintah; W

melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi dan alat

ol

kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran

kementerian/lembaga;



DANA PENELITIAN DI TAHUN 2019

Maka dalam UU No 12 Tahun 2018 tentang APBN 2019 hasil pembahasan Banggar bersama Pemerintah pada tanggal 30 Oktober 2019,
disepakati adanya alokasi anggaran khusus untuk penelitian yang dinyatakan dalam Dana Abadi Penelitian yang tercantum dalam Pasal 21

UU tersebut sebesar Rp 990 Milyar

UU No 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 UU No 12 Tahun 2018 tentang APBN 2019

Pasal 21
Pasal 20
(1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar

(1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar Rp492.455.088.152.000,00 (empat ratus sembilan puluh
Rp444.131.393.403.000,00 (empat ratus empat puluh dua triliun empat ratus lima puluh lima miliar delapan
empat triliun se:ratL.Js tiga puluh satu miliar tiga ratus puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah).

(2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0%
(dua p_UIU-h koma nol persen), yang merupakan (dua puluh koma nol persen), yang merupakan
perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja
Negara sebesar Rp2.220.656.966.577.000,00 (dua Negara scbesar  Rp2.461.112.052.481.000,00  (dua
kuadriliun dua ratus dua puluh trili ) i kuadriliun empat ratus enam puluh satu triliun seratus

iy a pulun Tiiun enam ratus ma dua belas miliar lima puluh dua juta empat ratus delapan
]?uluh enam fn111ar scmbll’an rg.tus enam puluh enam juta puluh satu ribu rupiah).
lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). (3) Alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk alokasi untuk:
: A . : a. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar
(3) Alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah;

(4)

ayat (1) termasuk alokasi untuk Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional sebesar Rpl15.000.000.000.000,00
(lima belas triliun rupiah).

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran
Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur

dalam Peraturan Presiden.

dan

b. Dana Abadi Penelitian sebesar Rp990.000.000.000,00
(sembilan ratus sembilan puluh miliar rupiah).

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran
Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dalam Peraturan Presiden.




PENUTUP

=

Bagaimanakah posisi riset dalam suatu pembangunan nasional?

2. Apakah tidak bisa diwujudkan dg Undang-Undang suatu wadah konsolidasi
semua lembaga litbang secara nasional?

3. Bagaimana cara mengintegrasikan sumber daya termasuk anggaran riset yang
sekarang tersebar di berbagai lembaga?

4. Bagaimana memaksimalkan Dana Abadi Penelitian yang telah dianggarkan

mulai pada APBN tahun 20197



TERIMA KASIH
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